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Walikota Tasikmalaya 

Provinsi Jawa Barat 
 

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR 8 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PELAKSANAAN 

PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA SAING  

DAN INOVATIF DI KOTA TASIKMALAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota 

Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun 2013-2017, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah 

menerapkan Program Pemberdayaan Kemandirian 
Kelurahan, namun dalam perkembangannya perlu 
disesuaikan dengan program yang berbasis mandiri, 

berdaya saing dan inovatif melalui optimalisasi tugas, 
peran dan fungsi aparat pelaksana dan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan program berbasis mandiri, 
berdaya saing, inovatif dan pemberdayaan masyarakat, 

maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pelaksanan Program Pemberdayaan 
Kemandirian Kelurahan di Kota Tasikmalaya perlu 

disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan 
Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif di Kota 

Tasikmalaya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4117);  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4588);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;  

8. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  

Yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80); 

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 

93); 
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12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 
105);  

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017 (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140); 

14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah 
Perncanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT MANDIRI, BERDAYA 

SAING DAN INOVATIF DI KOTA TASIKMALAYA. 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

3. Walikota  adalah Walikota Tasikmalaya. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya. 

5. Program Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan 
Inovatif di Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut 

Program GEMA MADANI adalah program pembangunan 
yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota 
Tasikmalaya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 

lembaga kemasyarakatan dengan tujuan untuk 
memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

6. Tim Pengelola Program Gerakan Masyarakat Mandiri, 

Berdaya Saing dan Inovatif, yang selanjutnya disebut Tim 
Pengelola Program GEMA MADANI, adalah Tim Pengelola 
Program GEMA MADANI di Kota Tasikmalaya yang 

dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota. 
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7. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan Program GEMA 

MADANI, yang selanjutnya disebut TPK GEMA MADANI, 
adalah lembaga yang secara khusus dibentuk dan 
ditetapkan oleh Lurah untuk melaksanakan Program 

GEMA MADANI, yang keanggotaannya dapat dipilih dan 
ditetapkan dari unsur lembaga kemasyarakatan yang ada 

di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan; atau 

sebuah forum yang terdiri atas unsur-unsur perwakilan 
lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang 
dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh Lurah untuk 

melaksanakan Program GEMA MADANI di kelurahan yang 
bersangkutan. 

8. Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Lapangan Program 
GEMA MADANI, yang selanjutnya disebut PPL GEMA 
MADANI, adalah panitia yang secara khusus dibentuk dan 

ditetapkan oleh TPK GEMA MADANI untuk melaksanakan 
Program GEMA MADANI pada bidang tertentu dan lokasi 
tertentu, sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan 

di lapangan. 

9. Fasilitator Program GEMA MADANI adalah fasilitator yang 

secara khusus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah 
Kota Tasikmalaya untuk memfasilitasi pelaksanaan 
Program GEMA MADANI agar tujuan dan sasarannya dapat 

dicapai dengan sebaik-baiknya. 

10. Masyarakat adalah masyarakat Kota Tasikmalaya yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu 
Keluarga. 

11. Program pemberdayaan masyarakat adalah program yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan maksud 
untuk membuat masyarakat berdaya dan mampu 
menjalankan peran sosialnya dalam pembangunan. 

12. Program peningkatan partisipasi masyarakat adalah 
program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dengan 

cara mendorong, memotifasi, dan membuka ruang yang 
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan serta 
secara aktif dalam pembangunan. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 
disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Tasikmalaya. 
 
 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai 
pedoman dalam melaksanakan Program Gerakan 

Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif.  
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(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk 

mewujudkan tertib administrasi dan memberikan 
kepastian hukum bagi Tim Pengelola Program GEMA 
MADANI dalam melaksanakan kegiatan. 

 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal 
sebagai berikut : 

a.  Pokok-pokok kegiatan dan sasaran; 

b. Tim Pengelola Program GEMA MADANI; 

c.  Fasilitator Program GEMA MADANI; 

d.  TPK dan PPL Program GEMA MADANI; 

e. Mekanisme pelaksanaan kegiatan;  

f.  Penggunaan dana;  

g. Pertanggungjawaban penggunaan dana; 

h. Pelaporan; 

i. Berita acara penyerahan pelaksanaan pekerjaan; dan 

j. Format isian dalam pelaksanaan kegiatan. 

(2) Uraian atau penjelasan mengenai ruang lingkup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

 
 

BAB IV 
TIM PENGELOLA PROGRAM GEMA MADANI 

Pasal 4 

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 dibentuk sebuah Tim Pengelola 
Program GEMA MADANI Kota Tasikmalaya lintas bidang 

dan lintas SKPD yang bertanggung jawab penuh atas 
pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota. 

(2) Struktur organisasi, susunan keanggotaan, uraian tugas 
dan tanggung jawab Tim Pengelola Program GEMA MADANI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 

Keputusan Walikota. 
 

 

Pasal 5 

Semua biaya yang ditimbulkan dalam pengelolaan dan 

pengorganisasian Program GEMA MADANI ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 
Tasikmalaya.  
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan 

Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pelaksanan Program Pemberdayaan Kemandirian Kelurahan di 

Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2015 Nomor 210) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.   

 

 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

     
 
 

          Ditetapkan di Tasikmalaya 
          pada tanggal 28 Januari 2016 

        WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 
 

                             ttd. 
 

               H. BUDI BUDIMAN 
 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 28 Januari 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 
 

 
    ttd. 

 
 

                 H. I. S. HIDAYAT 

 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 264 
 
 


